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KESIMPlJLAN DAN SARA' 

A. KesimllUlan 
Dari apa yang telah pel1ltiis uraikan mengenai kedudukan Wakil 
Presiden di muka, maka dapat disimpulkan bahwa pengaturan kedudukan 
Wakil Presiden sejak masa Presiden Soekarno sampai pada perkembangan 
terakhir yaitu masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri dapat 
dikatakan tidak mengalami pel1lbahan sama sekali. Artinya Wakil Presiden 
bertugas membantu Presiden. Untuk seberapa besar dan dalam bidang apa 
saja pembantuannya, tidaklah disebut disalla. Begitu pula baik dalam sidang 
BPUPKI dan PPKI pun para j(nmding father tidak banyak melakukan 
pembahasan, lItamanya dalam menjelaskan hublUlgan pembantuan Wakil 
Presiden terhadap Presiden. Hanya dinamika dalam prakteknyalah yang 
bembah. Dikatakan dinan1ika karena pada dasamya terdapat pasang surut 
peran Vv'akil Presiden, ada kalanya peran Wakil Presiden cukup besar tetapi 
sering pula kita hhat bahwa kemudian perannya melemah atau bahkan pemah 
ditiadakan. 
Adanya pengurangan peran MPR pad a UUD 1945 Perubahan Ketiga 
temyata berlmplikasi terhadap pemilihan dan pemberhentian jabatarl Presiden 
(dan Wakil Presiden). Jika sebelum perubahan ketiga, praktek UUI) 1945 
menyandarkan pemilihan dan pemberhentian jabatan Presiden ({lan!atau 
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Walol Preslden) pada otontas MPK, semI sal dengan Ketetapan MPK No. 
VlIIMPRlI973, No. IIIIMPRlI978 jo. No. VIIMPRl1973, maka.... seiring 
dengan tuntutan akan pengurangan per an MPR, baik pemilihan maupun 
pemberhentian jabatan Presiden dirumuskan secara jelas dalam konstitusi, 
yaitu dipilih langsung oleh rakyat dan yang memeriksa, mengadili, damn 
memutus usul pemberhentian itu adalah Mahkamah Konstitusi. 
Langkah perubahan terhadap UUD 1945 itu penulis nilai cukup 
mendasar pada kedudukan Presiden dan Wakil Presiden dan masa mendatang, 
yaitu setelah penulis membandingkan antara UUD 1945 dan Konstitusi 
Amerika Serikat (The Conslilulion oj' Ihe United Slales: CUS) dengan 
menggunakan dua indikator yang penulis kemukakan yaitu pertama konsep 
kekuasaan mebputi hubungan antar lembaga negara dan konstituensi, serta 
yang kedua adalah sistem pemerintahan akan terlihat dengan jelas titik-titik 
kelemahan dari kedudukan Presiden dibawah UUD 1945 yang bercorak quasi 
parlementer atau quasi presidensiil itu. Penulis juga menilai bahwa arah 
perubahan UUD 1945 berkiblat pada Konstitllsi Amerika, yang tenttmya, 
dengan "gay a Indonesia". 
Meskipun terdapat perumusan yang jelas dalam konstitusi mengenai 
kedudukan Presiden penulis mengindikasikan ada beberapa celah kekurangan 
pada UUD 1945 Perubahan Ketiga, hal itu ada1ah: 
a. 	 In/ak ada mekanisme perlanggungjawahan jahalan Preslden dan 
Waki} Presiden 
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Pendapat ini mendasarkan din bahwa setiap jabatan publik 
sudah selayaknya dilekati dengan pertanggungjawaban, dal} hal ini 
tidak sekali-kali dimaksudkan mengembalikan konteks 
pertanggungjawaban Presiden kepada MPR. Karena, betatapun 
juga Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat 
melalui pemilihan umum. 
h. 	 tidak ada pemhagian tugas yang je/as antam Presiden dan Wakil 
Presiden 
Dengan adanya pembagian tugas yang jelas antara kedua 
jabatan itu diharapkan dapat meminimalisasi potens! konflik antara 
keduanya. Juga perlu dipikirkan kemungkinan bahwa 
ketidakmampuan dalam menjalankan tugas dapat menjadi alasan 
bagi pemberi1entian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa 
jabatannva. 
B. Saran 
Dan kesimpulan di atas maka penuJis menyarankan agar secepatnya 
mengadakan perubahan pengaturan mengenai kedudukan Wakil Presiden ini 
dalam konstitusi (UUD 1945) dengan jalan merubah ketentuan-ketentuan 
yang mengatur kedudukan Wakil Presiden yang selama ini hanya diatur 
secara sederhana illi. 
Kemudian yang kedua, dilatarbelakangi kasus kejatuhan Presiden Gus 
Dur, hendaknya diadakan pengaturan tentang larangan perangkapan jabatan 
publik dengan jabatan partai politik. Hal ni dilakukan agar setidak-tidaknya 
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mengurangi potensi untuk mengulangi kl'Iwc. n.-- ., 
~edangkan dalam hal hllbungan Presiden dan Wakil Presiden penulis 
mengusulkan : 
dalam hal kekuasaan pemerinlahan (eksekuli/): 
Menurut penulis, pembagian prioritas sebagaimana tertuang dalanl 
Keplltusan Presiden No_ 121/2000 bisa diterapkan. Sebagai misal, dalam 
keputusan Presiden tersebut dinyatakan bahwa Presiden melakukan fungsi 
pengambilan keputusan kebijakan dan fllngsi pelaksanaan kebijakan 
pemerintahan, sedangkan Wakil Presiden cukup membantu melakukan fungsi 
pelaksanaan kebijakan pemerintahan yang dikhustlskan pada pelaksanaan 
tugas teknis pemerintahan sehari-hari yang meliputi: 
a. 	 menyusun pro/:,,rram dan agenda kerja kabinet serta menentukan fokus dan 
prioritas kebijakan pemerintahan; 
b. 	 memimpin sidang kabinet, menyimpulkan hasilnya dan menjelaskannya 
untllk diketahlli oleh seillruh rakyat; 
c. 	 memberi pengarahan dan petunjuk kepada para anggota kabinet: 
d. 	 memantau, mengawasi, dan menilai kinelja para allggota kabinet dalam 
melaksanakan prof:-rram dan agenda kerja kabinet 
e. 	 melakukan koordinasi dengan lembaga tinggi negara lainnya untuk 
memperlallcar tugas penyelenggaraan pemeriBtahan; 
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f. 	 men gambi 1 keputusan operasional dalam rangka pelaksanaan tugas teknis 
pemerintahan sehari-hari. 
Pertanggungjawaban kekuasaan Wakil Presiden diatas sudah 
saatnya diatur dalam konstitusi. 
dalam hal Kekuasaan Kenegaraan (Wakil Presiden): 
Konteks peru bah an terhadap beberapa pasal mengenai kekuasaan 
Kepala Negara (baca: Pasal II, 13, 14, .dan 15 UUD 1945) 
mengindikasikan adanya mekanisme kontrol lembaga-Iembaga negara 
seperti DPR dan Mahkamah Agung (MA) terhadap kekuasaan Kepala 
Negara ini. Sehingga, menurut penulis, apabila Wakil Presiden sebagai 
Wakil Kepala Negara juga dispesifikkan kekuasaannya sebagaimana yang 
disarankan dalam hal kekuasaan pemerintahan (eksekutif) diatas, maka 
kekuasaan Wakil Kepala Negara menjadi kurang efektif. 
Jadi dengan demikian, penulis sepakat dengan konteks perubahan 
pasal 11, 13, 14 dan 15 UUD 1945 dan tidak perIu diadakan spesifikasi 
terhadap kekuasaan Wakil Kepala Negara. 
